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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 48 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI       

NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN   
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : a. bahwa besarnya tunjangan perumahan pimpinan 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bukittinggi  yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 
Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kondisi dan standarisasi harga saat ini, sehingga 

perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;       

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi      

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia 
Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851). 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389). 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perawakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5316); 

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi  k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 4712 ); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

  16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 
Nomor 30), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bukittinggi 8 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 
Nomor 30); 

  17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 
3 tahun 2008 ); 

  18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 
Nomor 04). 

  19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 

Nomor 10); 
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  19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2007 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 

Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 
8). 

Memperhatikan  : Hasil Suvey Penilaian Sewa Rumah Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kota Bukittinggi oleh Kantor Jasa Penilai 
Publik Nanang Rahayu & Rekan tanggal 28 Januari s/d 4 

Februari 2014 berdasarkan SPK Nomor 602.21/SPK.11 
Setwan/1/2014 tanggal 18 Januari 2014. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  NOMOR 7 
TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA BUKITTINGGI. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 7), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan : 

a. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2007 
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 17; 

b. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 8), 

diubah sebagai berikut :   
 

Pasal 2 
 

Besarnya tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulannya 
ditetapkan sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD Rp.  - 

b. Wakil Ketua DPRD Rp. 6.100.000,-/orang/bulan 

c. Anggota DPRD Rp. 4.600.000,-/orang/bulan 
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Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 
 

      Ditetapkan di : Bukittinggi 

      pada tanggal :19 November 2014 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
 

dto 

 
 

ISMET AMZIS 
 
 

 
 

Diundangkan di : Bukittinggi 
pada tanggal : 19 November 2014 
 

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 
 

 
  dto 

 
 YUEN KARNOVA  
 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 49 
  


